WALIKOTA BUKITTINGGI

R R R ——————

Menimbang
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PERATURAN DAERAH BUKITTINGGI
NOMOR : .3 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik
di bidang kesehatan, maka diperlukan sarana dan
prasarana yang cukup memadai untuk menunjang dan
mendukung usaha pemerintah daerah dalam melayani
kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan,;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun
20002  tentang  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan pengaturan dan
penyesuaian kembali dengan Undang-Undang tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4153);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25
tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu
Narkoba;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 883 /MENKES/
SKB/VIII/ 1998, Nomor 060.440-915 tentang Tarip dan
Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT. (Persero)
Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
364 /Menkes/SK/I11/2003 tentang Laboratorium
Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1267 /Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan
Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/MENKES/
PER/I/2011 tentang Klinik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100).

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor
03);



27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

Daerah adalah Kota Bukittinggi.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelengara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

Dinas/Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi yang merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kesehatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Penduduk Kota Bukittinggi adalah masyarakat yang bertempat tinggal di
Kota Bukittinggi yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda penduduk
dan atau Kartu Keluarga vang disahkan oleh pejabat yang berwenang di
Kota Bukittinggi.

Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan

kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan
pelayanan kesehatan lainnya.

Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat
pertama.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan
lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
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Pelayanan Rawat Inap Persalinan adalah pelayanan kepada pasien khusus
persalinan untuk di lakukan observasi/pengamatan, perawatan, diagnosa
dan pelayanan kesehatan lainnya.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko
kematian atau cacat, yang diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pelayanan Dokter Spesialis adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan
yang diberikan oleh dokter spesialis dalam bentuk pelayanan/konsultasi
medis atau transfer ilmu.

Konseling Bidang Kesehatan adalah konsultasi khusus antara pasien
dengan tenaga kesehatan seperti konsultasi gizi, olah raga, sanitasi, dan
masalah kesehatan lainnya.

Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan
pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari
manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan
penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan
pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi
klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau
bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan
terutama untuk menunjang upaya disgnosis penyakit, penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan.

Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang
melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika,
kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan
masyarakat dan kesehtan lingkungan terutama untuk menunjang upaya
pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan dan
rawat inap tingkat pertama.

Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan kuman kuman dengan tolak
ukur, macam/jenis dan jumlah mikroorganisme yang terdapat pada suatu
sampel.

Pemeriksaan Kimia adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia
yang terdapat pada suatu sampel.

Makanan adalah semua bahan makanan dan minuman baik terolah
maupun tidak, termasuk bahan makanan dan bahan penolong.

Sampel Air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk
keperluan pemeriksaan laboratorium.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang atau Badan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di



